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IV 

KARAKTERISTIK RUANG PUBLIK HALO JOGJA 

 

 

Rincian penjabaran karakteristik ini akan meminjam cara 

pembedaan/pendeskripsian ruang publik model Liu dan Schneider. Ada tiga segi 

yang akan disoroti, yakni karakteristik partisipasi, karakteristik informasi, dan 

karakteristik fungsi. Di bagian akhir akan disampaikan suatu kesimpulan umum. 

 

KARAKTERISTIK PARTISIPASI & INFORMASI 

Siapa partisipan dalam ruang publik Halo Jogja? Mereka ialah pembaca 

suratkabar dan sekaligus pengguna telepon seluler. Bila dilihat dari domisili 

responden seperti terpapar dalam tabel 2, mayoritas merupakan penduduk dari 

tiga kota/kabupaten yang menjadi wilayah edar Harian Jogja, yaitu Sleman, 

Yogyakarta, dan Bantul. Di samping itu, dalam jumlah yang sangat kecil, ada pula 

partisipan yang berasal dari luar wilayah edar Harian Jogja; misalnya, Jakarta, 

Banyuwangi, Palembang, dan Solo.  

Sebagai bagian dari ruang publik media massa, partisipan Halo Jogja 

berbeda dengan partisipan ruang publik media seperti yang digambarkan Liu. Ia 

mendeskripsikan bahwa partisipan ruang publik media massa terdiri dari tokoh 

masyarakat. Hal tersebut terutama merujuk pada partisipan dalam rubrik-rubrik 

opini atau sejenisnya dalam surat kabar. Sebagai gambaran, akan dibandingkan 

partisipan rubrik Aspirasi di Harian Jogja dengan rubrik sms warga Halo Jogja. 
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Dalam rubrik Aspirasi, tokoh masyarakat merujuk pada orang-orang 

berpendidikan tinggi (sarjana/lulusan perguruan tinggi). Hampir semua tulisan 

yang dimuat dalam rubrik Aspirasi bulan Juni 2009 merupakan suara dari orang 

berpendidikan tinggi atau tokoh masyarakat: 10 ditulis mahasiswa, 8 ditulis 

peneliti/pemerhati dari institusi atau lembaga penelitian, 2 dosen, 3 guru, 1 

anggota KPU, dan 2 pemerhati masalah tertentu. Hanya 2 orang terakhir ini yang 

kemungkinan bukan dari golongan orang berpendidikan tinggi atau tokoh 

masyarakat karena setidaknya kedua orang tersebut tidak menyebut diri demikian. 

Halo Jogja telah membuka suatu ruang bahwa warga biasa ikut berpartisipasi. 

Orang hanya perlu punya telepon genggam dan akses terhadap suratkabar untuk 

dapat berdiskusi atau berpartisipasi dalam ruang publik Halo Jogja. Dengan ruang 

publik ini, batasan-batasan yang menghalangi partisipasi dalam ruang publik 

media terlonggarkan. 

Dengan asumsi bahwa partisipan ini ialah para pembaca Harian Jogja, 

profil partisipan dari segi usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan dapat ditelusur. 

Seperti tertuang dalam Media Kit Harian Jogja, dari segi usia, mayoritas pembaca 

(39 persen) merupakan penduduk dari rentang usia 23-30 tahun. Dari segi 

pekerjaan, mayoritas (39 persen) ialah wiraswasta/usaha sendiri dan dari segi 

tingkat pendidikan, 61 persen merupakan lulusan SMA atau sekolah sederajat7. 

 
7  Secara lebih lengkap data yang tertuang dalam Media Kit Harian Jogja 2010 ialah sebagai 
berikut: dari usia pembaca, 27 persen berasal dari rentang 15-22 tahun, 39 persen berusia 23-30 
tahun, 16 persen berusia 31-41 tahun, 14 persen berusia 41-45 tahun, dan 4 persen berusia lebih 
dari 46 tahun; dari segi pekerjaan, 34 persen merupakan karyawan swasta dan PNS, 39 persen 
wiraswasta, 23 persen mahasiswa, dan lainnya sebesar 4 persen; dari segi tingkat pendidikan, 
lulusan SMP 17 persen, SMA 61 persen, perguruan tinggi 20 persen, dan lainnya 2 persen. 
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Keterbukaan akses dapat dilihat dari dua segi. Pertama, keterbukaan akses 

dalam arti potensial atau secara definitif siapa saja yang dapat memenuhi syarat 

untuk ikut berpartisipasi dalam ruang publik yang dimaksud. Kedua, keterbukaan 

akses dalam artian faktual, yakni dalam arti berapa banyak orang yang mampu 

diakomodasi untuk bersuara dalam ruang publik ini.  

Secara potensial, dapat dikatakan bahwa keterbukaan akses terhadap ruang 

publik Halo Jogja relatif tinggi; artinya, siapa saja yang memiliki telepon 

genggam bisa ikut bergabung dalam ruang publik ini. Sebagai suatu gambaran 

potensialitas akses, survei audit komunikasi kota terkini di wilayah Yogyakarta 

menyatakan bahwa 96 persen responden merupakan pengguna telepon seluler dan 

76,5 persen merupakan pembaca suratkabar (Prihandono & Herawati, 2010: 25); 

artinya, ruang publik ini mampu diakses oleh sekitar 75 persen lebih penduduk 

kota.  

Secara faktual, yang aktif berpartisipasi, dalam arti mengirim sms ke rubrik 

Halo Jogja, sejumlah rata-rata 18 orang per hari. Dari 18 sms tersebut, yang 

termuat dalam suratkabar sebanyak 10 per hari. 

Model komunikasi dalam ruang publik Halo Jogja merupakan model 

komunikasi termediasi. Komunikasi tersebut termediasi dalam dua tingkat; 

pertama, termediasi oleh alat komunikasi telepon genggam dan yang kedua 

termediasi oleh media massa surat kabar. Bila menggunakan terminologi 

Thompson, karena ‘filter’ terakhir pesan yang dikirim ialah suratkabar, model 

komunikasi dalam ruang publik Halo Jogja ialah model komunikasi seolah-olah 

termediasi sebagaimana media massa lainnya.  
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Liu menyatakan bahwa ruang publik media massa memiliki cakupan yang 

luas. Sebagai bagian dari media massa, cakupan ruang publik Halo Jogja juga 

seluas cakupan Harian Jogja sebagai media massa yang mengindukinya. Dari 

segi geografis, cakupan ini terkonsentrasi pada tiga kota/kabupaten saja: Sleman, 

Yogyakarta, dan Bantul. Pada sisi lain, soal cakupan geografis ini dapat 

direlatifkan mengingat bahwa Harian Jogja juga memiliki versi e-paper yang 

dapat diakes dari mana pun terlepas dari batas-batas geografis.  

Pada segi karakteristik informasi, sms-sms Halo Jogja dapat dipilah ke 

dalam tiga model: (1) komentar/opini atas isu, (2) informasi/pemberitaan, dan (3) 

informasi yang dikomentari. Yang dimaksud dengan komentar atau opini atas isu 

ialah ungkapan pendapat warga terhadap isu yang telah/sedang disorot oleh media 

massa; misalnya,  ketika Harian Jogja memberitakan sikap pemerintah Indonesia 

dalam persoalan Ambalat dalam berita berjudul “Indonesia Peringatkan Malaysia” 

pada tanggal 7 Juni 2009, muncul komentar berbunyi, “Bila memakai negosiasi, 

dengan pengalaman Sipadan dan Ligitan, kita kalah. Lebih baik berperang saja8.” 

Yang dimaksud dengan informasi ialah sms yang bersifat informatif dan isi 

informasi tersebut bukan atau tidak sedang menjadi isu yang diberitakan; 

misalnya, informasi tentang kehilangan atau temuan barang. Model ketiga 

merupakan pesan yang berisi hasil amatan warga terhadap kondisi tertentu yang 

disertai komentar, baik yang berupa harapan atau pun kritik. Informasi yang 

disertai harapan, misalnya, “Lampu lalu lintas di perempatan Pasar Mlati tidak 

 
8  Sms tersebut dikirim pada 7 Juni 2009 dan dimuat di Harian Jogja pada tanggal 9 Juni 2009 
halaman 13. Yang ditulis tersebut telah dibahasakan ulang. 
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beres; mohon polisi lalu lintas segera bertindak9.” Informasi yang disertai kritik, 

misalnya, “Jl KS Tubun, Pathuk selalu macet tiap kali liburan karena diserbu 

wisatawan dan bus-bus pariwisata ikut masuk di jalan sempit tersebut. Mengapa 

pemerintah tak mengambil tindakan? Misalnya, mengaktifkan parkiran Ngabean 

yang nganggur atau melakukan penataan lain supaya lebih nyaman10.”  

Jika dilihat dari keragaman isu, dapat dikatakan bahwa isu-isu yang 

diangkat warga dalam Halo Jogja hampir seragam dengan isu-isu yang diangkat 

media induknya. Setidaknya, 7 dari 13 isu yang paling banyak disoroti warga 

merupakan isu yang juga merupakan pengisi halaman utama suratkabar, yakni 

pemilihan umum, kebijakan politik luar negeri, tata pemerintahan dan perilaku 

pemegang jabatan publik, pendidikan, penegakan hukum, fatwa haram MUI, dan 

kebijakan ekonomi. Isu yang dapat dikatakan khas, dalam arti diangkat dari 

pengalaman personal warga dan dilemparkan dalam forum publik, antara lain 

tentang pelayanan konsumen dan pelayanan publik. 

 Halo Jogja mengakomodasi opini-opini yang berlainan sehingga dapat 

dikatakan bahwa jenis opini bersifat plural. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam 

perdebatan tentang kebijakan luar negeri Indonesia terhadap sengketa Palestina-

Israel. Terdapat dua polarisasi opini, yakni pihak berpendapat bahwa Indonesia 

sebaiknya pro Palestina dan pihak yang berpendapat bahwa sebaiknya Indonesia 

bersikap netral. Seperti yang tergambar pada halaman 25-27 di atas, Arif, Mol, 

Ahmad, Akbar, Reds, dan Agus merupakan pengirim sms yang berpendapat 

 
9  Sms dikirim pada 18 Mei 2009, data internal. 
10  Sms dikirim pada 7 Juni 2009, data internal. 
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bahwa Indonesia sebaiknya mendukung Palestina; yang menyarankan untuk 

bersikap netral antara lain Lia, Oland, Ayuk, dan Nn. 

Harian Jogja menugaskan seorang redaktur untuk melakukan filter 

terhadap pesan-pesan yang diterima; redaktur ini mengatur pesan-pesan mana 

yang dapat dimuat dan mana yang tidak. Dari aspek isi, seperti yang dikatakan 

dalam pengantar rubrik, yang tidak diterima redaksi ialah yang menyinggung 

persoalan suku, ras, dan agama atau SARA, yang merupakan promosi, dan yang 

merupakan fitnah. Dari cara penyampaian, pesan hendaknya sopan.  

Dari beberapa sms warga, dapat disimpulkan bahwa filter yang dilakukan 

redaktur sangat longgar. Ada warga yang secara langsung mengeluh kepada 

Harian Jogja, “Sms Halo Jogja yang bahasa atau kata-kata yang digunakan kasar 

dan tidak sopan jangan dimuat. Lama-lama ini tidak berbeda dengan koran Meteor 

yang jorok11.” Kelonggaran tersebut juga terlihat dari pesan warga yang 

mengingatkan kepada sesama pengirim supaya menyampaikan gagasan dengan 

sopan dan tidak menyinggung masalah SARA; misalnya, “Mari warga Jogja kita 

biasakan sms dengan sopan. Jangan masalah partai politik atau SARA. 

Terimakasih untuk Harjo (tak pernah dimuat karena kalah dengan yang gontok-

gontokan)12.” 

Kelonggaran filter ini juga berimplikasi pada kualitas informasi. Sebagai 

ruang publik, dengan meminjam kacamata para modernis, Halo Jogja bukan 

tempat untuk menampilkan hal-hal yang bersifat personal; misalnya, sms 23 Juni 

 
11  Sms dikirim pada 17 Januari 2009, data internal. 
12  Sms dimuat pada 23 Juni 2009 halaman 13. 
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2009 yang berbunyi, “Saya ingin mengucapkan selamat kepada anakku, Anika 

Dia Pangestu Setyawati yang mencapai 3 besar di TK ABA Krajan.” Contoh lain, 

misalnya sms 12 Juni 2009, “Aku ingin berkirim salam untuk Nita di Shelter 

Maguwo; melihatmu adalah bahagiaku. Sukses untuk Harjo, Mbak Indri, dan 

Kang Ibnu.” Sms-sms tersebut bukan ditujukan kepada publik, dalam arti 

khalayak atau orang banyak, tetapi kepada individu yang spesifik.  

Untuk penyimpan informasi, Halo Jogja memilikinya. Berbagai pesan 

yang disampaikan warga terekam baik dalam bentuk cetak atau pun elektronik. 

Harian Jogja memiliki basis data suratkabar mereka dalam bentuk pdf dan dapat 

diakses oleh warga. 

Dalam diskusi melalui Halo Jogja, anonimitas dimungkinkan. Seseorang 

dengan nomor yang sama bahkan dapat menggunakan nama yang berlainan 

karena Harian Jogja belum memiliki basis data pengirim beserta identitasnya. 

Nomor telepon pun tidak dipasang oleh redaksi secara menyeluruh; tiga angka 

paling belakang disamarkan. Identitas yang ditampilkan dalam rubrik hanya nama 

dan alamat kota. 

Dari segi interaktivitas, dapat dikatakan bahwa Halo Jogja memungkinkan 

suatu hubungan interaktif yang terbatas antarpartisipan. Warga memang dapat 

mengirimkan pesan setiap waktu; hanya saja, pesan tersebut akan dimuat dan 

sampai kepada khalayak pada hari berikutnya setelah mengalami proses seleksi. 

Jenis interaktivitas ini berbeda dengan interaktivitas dalam forum diskusi internet 

dimana partisipan bisa hadir dalam suatu waktu dan saling mengirimkan umpan 

balik seketika. 
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Bila dibandingkan dengan interaktivitas dalam rubrik suratkabar yang lebih 

kuno, misalnya, kolom-kolom opini, surat pembaca, dan sejenisnya, keistimewaan 

rubrik Halo Jogja ini ialah bahwa rubrik ini dapat menampung lebih banyak 

suara, dalam arti lebih banyak partisipan sehingga juga lebih interaktif dari rubrik-

rubrik diskusi model lama tersebut. Kolom opini Aspirasi di Harian Jogja, 

misalnya, hanya menampilkan 1 suara/orang tiap hari, sedangkan Halo Jogja 

menampilkan rata-rata sekitar 10-15 suara warga.  

Aspek interaktivitas ini terkait dengan potensi atau kecenderungan untuk 

berdiskusi dari partisipan. Karena interaktivitas yang terbatas, diskusi pun dapat 

berlangsung secara terbatas. Contoh diskusi telah dipaparkan di atas dan dari 

serangkaian isu yang dilontarkan warga, hanya 3 isu yang berkembang menjadi 

diskusi, yaitu tentang pencalonan Sultan HB X sebagai presiden, kebijakan luar 

negeri Indonesia terhadap Israel-Palestina, serta fatwa haram MUI tentang rokok 

dan Facebook. 

 

KARAKTERISTIK FUNGSI 

Apakah Halo Jogja tergolong ruang publik politis atau ruang publik liberal? 

Itulah pertanyaan yang akan dijawab dalam bagian ini. Ruang publik politis 

merupakan ruang publik yang menonjolkan fungsi politis, yakni sebagai ruang 

interaksi antarwarga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Untuk 

melihat fungsi politis ini dalam ruang publik Halo Jogja, dua indikator akan 

dioperasionalisasikan. Pertama, dilihat dari peran sosial yang dimainkan 

partisipan; Halo Jogja menjadi ruang politis ketika warga negara menempatkan 
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diri dalam peran sosial sebagai warga negara. Kedua, dilihat dari isu yang 

dilontarkan partisipan; ruang publik politis berarti ruang publik yang 

mengakomodasi isu-isu politis. 

Untuk mengidentifikasi peran sosial, tolok ukur yang bisa digunakan ialah 

pihak sasaran dari sms-sms yang dikirimkan. Hasil analisis isi menunjukkan 

bahwa 40,72 persen pesan dialamatkan kepada pemerintah dalam arti luas; dari 

sini terlihat bahwa peran sebagai warga negara merupakan peran yang cukup 

menonjol. Dari ketiga kategori, yakni pemerintah, swasta, dan individu, 

pemerintah merupakan yang paling banyak disasar.  

Pemerintah pusat atau daerah yang lebih banyak menjadi sasaran sms? Ada 

302 pesan yang ditujukan untuk pemerintah pusat, yakni Presiden & Wakil, 

Menteri/Dinas Pendidikan, Menteri/Dinas Perhubungan, Menteri/Dinas Tenaga 

Kerja, dan DPR RI. Pesan yang ditujukan untuk pemerintah daerah, baik 

pemerintah daerah tingkat I atau pun II DIY dan sekitarnya, yakni Magelang, 

Purworejo, dan Klaten, sejumlah 322. Fakta tersebut menunjukkan bahwa 

partisipan menautkan diri baik dengan komunitas politis lokal atau pun nasional. 

Selain sebagai warga negara, dua peran sosial lain dapat dikenali. Pertama, 

sebagai konsumen; hal ini terlihat dari pesan-pesan yang dialamatkan kepada 

perusahaan-perusahaan penyedia barang/jasa. Kedua, sebagai anggota komunitas 

religius atau agama; hal ini terlihat dari pesan-pesan yang dialamatkan kepada 

Majelis Ulama Indonesia. 

Sebelum mengidentifikasi isu-isu apa yang menonjol dalam ruang publik 

Halo Jogja, terlebih dahulu perlu diklarifikasi tentang apa itu isu politis. Di sini, 

 

 



 49

                                                

politik dimaknai secara sempit, yaitu ‘tindakan-tindakan raja, dewan perwakilan, 

atau perdana menteri serta tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memperoleh 

atau merintangi akses terhadap wewenang’ (Minogue, 1995: 6). Dalam pengertian 

Kamus Bahasa Indonesia13, politik berarti ‘segala urusan dan tindakan (kebijakan, 

siasat, dsb) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain. Dari 

arti sempit “politik” tersebut, isu-isu politis merujuk pada isu-isu yang terkait 

dengan politik atau segala urusan/tindakan mengenai pemerintahan suatu negara. 

Dari 13 isu yang paling banyak disinggung warga, isu-isu yang dikaitkan 

atau terkait dengan pemerintah antara lain pemilihan umum, kebijakan politik luar 

negeri, pelayanan publik, tata pemerintahan & perilaku pemegang jabatan publik, 

penyelenggaraan pendidikan, penegakan hukum, retribusi daerah, dan kebijakan 

ekonomi. Dengan kata lain, 8 dari 13 isu atau 1650 dari 2767 pesan merupakan 

isu-isu politis; dapat disimpulkan bahwa isu politis merupakan isu yang menonjol 

dalam ruang publik Halo Jogja. Sampai pada titik ini, terlihat bahwa Halo Jogja 

lebih mendekati ruang publik politis daripada ruang publik liberal. 

Apakah Halo Jogja dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya 

pemerintahan? Pertanyaan ini perlu dijawab dengan hati-hati, terutama terkait 

dengan bagaimana kontrol diartikan. Pada satu sisi, ketika kontrol disejajarkan 

dengan fungsi kritik, dalam arti bahwa mengritik sama dengan mengontrol, ruang 

publik Halo Jogja sudah dapat mewadahi fungsi tersebut: Halo Jogja sudah 

mampu menjadi media dimana warga dapat menyalurkan aspirasi dan kritik 

mereka terhadap pemerintahan.  
 

13  Lihat halaman 1201, definisi politik nomor 2. 
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Pada sisi lain, ketika kritik dimaknai sebagai satu kesatuan dari dua sisi 

seperti mata uang, yakni bahwa warga mengritik dan pemerintah terkritik (dan 

kemudian menanggapi/mengambil sikap terhadap kritik), kesimpulan bahwa Halo 

Jogja telah dapat menjadi ruang publik dimana warga menjalankan fungsi kontrol 

terhadap pemerintahan perlu ditinjau ulang. Faktum yang dapat ditemukan dari 

analisis isi hanyalah bahwa tidak ada tanggapan yang diberikan oleh pihak 

pemerintah secara langsung terhadap sms-sms warga dalam rubrik Halo Jogja. 

  

KESIMPULAN 

Ruang publik Halo Jogja berbeda dengan ruang publik media massa dalam 

dua segi, yakni anonimitas dan karakteristik partisipan. Bila dalam ruang publik 

media massa tidak dimungkinkan anonimitas, Halo Jogja mengonstitusikan suatu 

ruang publik yang memungkinkan anonimitas partisipan. Dari sisi partisipan, 

Halo Jogja merupakan ruang publik yang lebih egaliter karena partisipannya 

merupakan warga biasa, bukan hanya tokoh masyarakat atau mereka yang 

berpendidikan tinggi. 

Dari karakteristik fungsi, Halo Jogja lebih condong kepada model ruang 

publik politis daripada ruang publik liberal. Isu-isu politis merupakan isu yang 

paling banyak dibicarakan warga. Meski demikian, ruang publik Halo Jogja 

belum dapat dikatakan berfungsi secara efektif dalam mengontrol jalannya 

pemerintahan mengingat bahwa tidak ada respon langsung dari pemerintah 

terhadap isu-isu yang dibicarakan warga. 
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